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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN  

1. Usaha dalam melakukan pemberantasan kosmetik ilegal, dilaksanakan oleh 

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Balai Pengawas 

Obat dan Makanan di Gorontalo merupakan salah satu unit pelaksanaan 

teknis Badan POM di  Provinsi Gorontalo, yang mempunyai peran 

melaksanakan kegiatan di bidang pengawasan produk. Sedangkan 

mengenai indikator yang digunakan oleh BPOM Gorontalo melakukan 

pemberantasan produk kecantikan racik/ilegal berdasarkn Peraturan 

Menteri Kesehatan RI No. 1175/Men.Kes/Per/VIII/2010 tentang Izin 

Produksi Kosmetika. Dalam pemberantasan peredaran kosmetik kecantikan 

racik Balai POM Gorontalo melaksanakan tugasnya ke dalam tiga bagian 

utama yaitu, Informasi (Public Warning), Klarifikasi Produk, dan 

Pelaksanaan Operasi. Muara dari serangkaian proses di BPOM Gorontalo 

hingga pada proses pembinaan bahkan hingga pada pro-justitia. Upaya yang 

terus dilakukan oleh Balai POM Gorontalo di dalam meminimalisir 

peredaran produk kecantikan racik/ilegal di antaranya; melakukan 

sosialisasi secara rutin, melakukan penyuluhan secara berkala, sering hadir 

pada bazar di event tertentu, melakukan kegiatan talk show, mengeluarkan 

public warning untuk jenis-jenis kosmetik yang ilegal dan tidak layak 

dikonsumsi. 
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2. Pelaksanaan tugas Balai POM Gorontalo dalam segi pengawasan bukan 

tanpa hambatan, masih banyak hambatan dan tantangan yang harus dihadapi 

untuk memberantas peredaran kosmetik kecantikan racik di Gorontalo. 

Adapun faktor-faktor penghambat diantaranya;. (1) Balai POM Gorontalo 

memiliki keterbatasan anggaran dan keterbatasan SDM, (2) Kurangnya 

peralatan untuk melacak peredaran kosmetik racik yang dijual melalui 

media online, (3) Balai POM lemah dari segi kewenangan, (4) Kurangnya 

kesadaran dan kepedulian pelaku usaha, (5) Pengawasan jalur distribusi 

produk kecantikan racik ilegal belum secara optimal, dan (6) Sanksi yang 

diberikan masih termasuk ringan.  

5.2 SARAN  

1. Diharapkan pada pemerintah dapat lebih optimal untuk memenuhi segala 

bentuk keperluan dan kebutuhan Balai POM Gorontalo, baik dari segi 

anggaran, peralatan pendukung dan sumber daya manusia agar 

pemberantasan produk dapat dilaksnakan secara optimal, harus menindak 

tegas para pelaku usaha kosmetik tanpa izin yang menyebabkan kerugian 

bagi konsumen. Sebaiknya perlu diperhatikan kewenangan BPOM agar bisa 

masuk keranah penyidikan dan pemberian sanksi yang tegas terhadap para 

pelaku pengedar dan peracik kosmetik racikan melalui memperkuat 

kewenangan BPOM dalam pembentukan Undang-Undang tersendiri 

tentang BPOM.  

2. Pihak pelaku usaha seharusnya lebih bertanggungjawab, jangan hanya 

mengharapkan keuntungan namun dengan cara yang tidak benar. Produk 
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kecantikan sebaiknya didaftarkan sesuai dengan prosedur dan peraturan 

yang ada, agar tercipta jual beli yang adil dan jujur. Dengan demikian 

konsumen bisa mempertimbangkan dengan seksama jika akan membeli 

produk tersebut. 

3. Konsumen yang menggunakan kosmetik kecantikan harus lebih pandai 

dalam membeli kosmetik. Jadilah konsumen yang cerdas dengan 

memperhatikan “Cek KLIK” (cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek 

kadaluwarsa). 
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